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KEPALA DESA PESIDI KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA PESIDI
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESIDI
Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
b.
bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pesidi Tahun 2021.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
Dengan  Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESIDI
dan

KEPALA DESA PESIDI
MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) PESIDI TAHUN 2021

	
	
	


BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Bupati adalah Bupati Magelang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMagelang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Pesidi Kecamatan  Grabag Kabupaten Magelang untuk Tahun 2021;
(2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB
I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa. 

BAB 
III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.
BAB
IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA
Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan  Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB
V
PELAKSANA KEGIATAN DESA
Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa 

BAB
VI
PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.
BAB V

ISI DAN URAIAN RKP Desa
Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

\
LAMPIRAN 
: PERATURAN DESA PESIDI
NOMOR        : 06  TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022
BAB I
PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang 


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.


Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.


Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.


Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.
A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa


Mekanisme penyusunan RKP Desa Pesidi Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.

4. Tim Penyusun RKP Desa  mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa;Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Pesidi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Pesidi Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Pesidi yang tertuang dalam RPJM Desa Pesidi Tahun 2019 - 2024, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pesidi, yaitu :

“Terwujudnya Desa Pesidi yang Religius,Sejahtera, Tentram dan Amanah” 

Definisi operasional atau yang dimaksud dengan “Terwujudnya Desa Pesidi yang Religius,Sejahtera, Tentram dan Amanah” dalam Visi kami adalah 
1. Bersinergi dengan ulama setempat dan tokoh masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjadi lebih religious dan bersosial tinggi.

a. Meningkatkan dan mengembangkan system Pendidikan berbasis agama atau Informal Desa,seperti TPA/TPQ serta pendidikan keagamaan disemua dusun di desa Pesidi.

b. Meningkatkan Sarana prasarana dasar pendidikan/taman keagamaan bagi masyarakat serta kelompok anak usia dini.

c. Meningkatkan kesejahteraan pendidik guru keagamaan melalui insentif/tunjangan bagi pendidik/ PAUD/TK/RA/TPA/TPQ  guru keagamaan informal, di desa.

d. Meningkatkan Pemberdayaan dibidang Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mempersiapkan generasi yang lebih baik dan bermutu,berdaya saing.

2. Memberdayakan kelompok tani dan kelompok kelompok lain yang berbasis ekonomi,untuk meningkatkan perekonomian desa.

a. Meningkatkan kapasitas kelompok tani,Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN),Kelompok Wanita Tani (KWT),melalui pemberdayaan secara teknis,dan pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG),guna mendukung system pertanian modern.

b. Memberikan dan menyediakan layanan aksestabilitas yang baik kepada masyarakat untuk mendukung perolehan informasi dan komunikasi mengenai perekonomian yang semakin dinamis.

c. Melakukan pembinaan dan penguatan kepada Kelompok kelompok usaha baik dibidang Pertanian,Peternakan,Perindustrian UMKM,dan bidang Jasa.

d. Peningkatan kapasitas kelompok melalui Pembangunan/Pemeliharaan Sarpras serta Pemberdayaan masyarakat dibidang Peningkatan Perekonomian.

3. Membangun Sarana Prasarana pengelolaan sampah di Desa

a. Penyediaan sarana pengelolaan sampah rumah tangga,serta Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah di desa/pemukiman.

b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat,dengan cara pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomis.

4. Membangun sarana prasarana olahraga dan kegiatan kepemudaan desa.

a. Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan olahraga melalui Pembangunan Sarana prasarana olehraga.

b. Melakukan pembinaan dan penguatan kepemudaan melalui Pemberdayaan kepemudaan serta kelengkapan sarana prasarana olahraga di desa.

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatana Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olahraga milik desa.

5. Meningkatkan sarana prasarana desa dan Insfrastruktur untuk mempermudah kegiatan mobilisasi warga desa dalam peningkatan ekonomi,pendidikan dan kesehatan.

a. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana insfrastrukur desa dibidang ekonomi.

b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana Kesehatan Desa.

c. Pembangunan dan pemeliharaan system tata ruang desa yang nyaman,aman dan ramah anak

d. Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan anak dan keluarga

6. Meningkatkan Pelayanan Publik yang lebih mudah,murah dan cepat

a. Peningkatan Pelayanan Publik melalui peningkatan kapasitas perangkat desa

b. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pelayanan publik di desa

c. Meningkatkan kedisiplinan,tertib administrasi,tepat waktu dan berdaya saing

1.2.
Maksud dan Tujuan


Maksud dari penyusunan RKP Desa Pesidi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.

2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Pesidi tahun 2022;

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Pesidi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Pesidi Tahun 2021 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2022 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.

2. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Pesidi yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2022.
1.3.
Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Pesidi Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
1.4.
Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pesidi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB
I
PENDAHULUAN

1.1.
Latar Belakang 

1.2.
Maksud dan Tujuan

1.3.
Dasar Hukum Penyusunan

1.4.
Sistematika Penyusunan

BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1.
Kondisi Objektif Desa

2.2.
Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya


2.2.1. 
Bidang Peyelenggaraan pemerintahan Desa

2.2.2. 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.2.3. 
Bidang Pembinaan Kemasyarakatn Desa

2.3.
Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.4.
Permasalahan dan isu strategis

BAB 
III
GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1.
Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya

3.2.
Pagu Indikatif Desa

3.3.
Pendapatan Asli Desa

3.4.
Swadaya Masyarakat Desa

3.5.
Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB
IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1.
Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

4.4.1.
Rencana Penyelenggaraan PemerintahanDesa

4.4.2.
Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.4.3.
Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.4.4.
Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

4.2.
Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.

4.3.
Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten 

BAB
V
PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB
VI
PENUTUP

Mengingat     :
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